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KEPALA DESA PABELAN 

KECAMATAN KARTASURA 
KABUPATEN SUKOHARJO 

 
PERATURAN DESA PABELAN 

NOMOR 4 TAHUN 2024 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA 

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA 
TAHUN 2022-2028 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
KEPALA DESA PABELAN, 

 

Menimbang :  a.  bahwa berdasarkan ketentuan  Pasal 79 ayat (2) huruf a Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa,  menyebutkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Desa disusun untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun; 

    b.  bahwa untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal 5 ayat (2) 

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang 

Pembangunan Desa,  Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan 

Peraturan Desa; 

   c.  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Desa 

tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2023 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 

2022-2028. 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 

Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 

Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 

1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757); 

2. Undang-Undang  Nomor  25 Tahun 2004  tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4700);  
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4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 
77, Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia 
Nomor 6914); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6321); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5864); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 
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10. Peraturan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

590);  

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E 

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Nomor 9); 

12. Peraturan  Daerah  Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Nomor 174); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 

2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang 

Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Sukoharjo Nomor 254); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 
2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Nomor 230); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 

2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Nomor 298); 

16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang 
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan 

Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo 
(Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 
45); 

17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9); 

18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang 

Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Tahun 2019 Nomor 40); 
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19. Peraturan Desa Pabelan Nomor 5 Tahun 2018 tentang 
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan 

Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pabelan 
Tahun 2018 Nomor 5); 

20. Peraturan Desa Pabelan Nomor 2 Tahun 2023 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 

2022 - 2028 (Lembaran Desa Pabelan Tahun 2023 Nomor 
2); 

Dengan Kesepakatan Bersama 
 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PABELAN 
 

dan 
 

KEPALA DESA PABELAN 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan :  PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

DESA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA 

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2022-2028. 

 Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2023 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 

2022-2028 (Lembaran Desa Tahun 2023 Nomor 2) diubah sebagai 

berikut: 

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 2 

RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan 

Desa sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam 

melaksanakan pembangunan 8 (delapan) tahun terhitung sejak 

Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2030 dan pelaksanaannya 

dituangkan dalam RKP Desa. 

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 4 

Dokumen dan matriks RPJM Desa sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Desa ini. 

 

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 6 

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, maka RPJM Desa 

menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai 

dengan Tahun 2030, dan dapat diberlakukan sebagai RPJM Desa 

transisi sebagai pedoman penyusunan RKP Desa Tahun 2031 

sebelum tersusunnya RPJM Desa Tahun 2030-2038 yang memuat 

visi dan misi Kepala Desa terpilih. 
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Pasal II 

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Desa Pabelan.  

 

Ditetapkan di Pabelan 
pada tanggal 13 November 2024 
KEPALA DESA PABELAN, 

ttd 

SRI HANDOKO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diundangkan di Pabelan 
pada tanggal 14 November 2024  

SEKRETARIS DESA PABELAN, 

ttd 

ACHMAD WIDYANARTO 
LEMBARAN DESA PABELAN TAHUN 2024 NOMOR 4 

 

 


